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ABSTRAK

ARWINI MUSDALIFAH. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerinfah kota

Makassar Di Masa Pandemi Covid-18. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Mira dan
Muttiarni

Tujuan penelitian ini_untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kota
Makassar sebelum dan saat Pandemi Covid-19, Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kuantitatif dengan objek yang diteliti adalah data Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan _dan Belanja Daarah periode tahun 2019-2021. Teknik pengumpulan data
penelitian ini adalah dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Analisis data'yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis
Kinerja Keuangan Daerah menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio
Efektivitas, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio
Keserasian,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemerintah kota makassar mengalami
penurunan kinerja keuangan di masa pandemi covid-19 dibandingkan dengan kinerja
tahun sebelum pandemi (2019), dan di tahun 2021 kinerja keuangan pemerintah kota
makassar mengalami peningkatan.

Kata Kunci : Covid-19, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah
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ABSTRACT

ARWINI MUSDALIFAH. 2022. Financial Performance Analysis of the Makassar City
Government During the Covid-19 Pandemic. Thesis. Department of Accounting, Faculty
of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by:
Mira and Muttiarni

The purpose of this study was to determine the financial performance of the Makassar
City Government before and during the Covid-19 Pandemic. This research is a quantitative
descriptive study with the object being studied is the daia on the Realization of the Regional
Revenue and Expenditure Budgef for the period 2019-2021. The data collection technique of
this research is documentation. Sources of data used in this study is secondary data. The data
analysis used in this research is the Regional Financial Performance Analysis using the
Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Fiscal Deceniralization Ratio,
Regional Financial Efficiency Ratio and Harmmony Ratio.

The results of this study indicate that the Makassar cify government experienced a
decrease in financial performance during the covid-19 pandemic compared fo the performance
in the year before the 2019 pandemic, and in 2021 the Makassar city government's financial
performance increased.

Keywords: Covid-19, Financial Performance, Regional Financial Ratios
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 (Coronavirus Disease-19) ini ‘merupakan virus yang menyerang system
pernafasan pada manusia dan virus ini menyebar dengan sangat cepat. Virus ini pertama kali
ditemukan di China lebih tepatnya di Kota Wuhan pada akhir Desember 2019, penyebaran
virus ini sangat cepat dan menyebar ke hampir seluruh dunia,termasuk Indonesia, Covid-19
melanda Indonesia pada Marst 2020. Damuri dan Hirawan (2020) menyatakan kasus
penyebaran Covid-19 ini selanjutnya dapat dilihat dari dua sudut pandang ekenomi yang
berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi Covid-19
jeias akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, seria
peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran,
kemungkinan besar yang terjadi adalah terkoniraksinya produkiivitas pekerja/buruh,
penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global

(global value chain).

Dari ‘sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran Covid-19 secara
otomatis | akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak mefakukan kegiatan
perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang
kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan
pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena
harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan iogistik barang. Sementara itu,
dar sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak akibat

penyebaran Covid-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini

cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari




industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia,
yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat

seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 ini.

McKensey pada salah satu artikelnya, memprediksi pertumbuhan ekoriomi global akan
melambat sebesar 2,2 persen atau 1,8 persen, iauh meleset dari prediksi awal. (Craven et
al., 2020). Bahkan IMF juga memberikan prediksi ekcnomi global akan menurun tajam dari
perkiraan awal menjadi berada pada angka minus 3 persen. (Kemenkeu.go.id, n.d.-c).
Sebagai negara yang memiliki jumlah kasus Covid-19 yang cukup signifikan, Indonesia
memproyeksi pertumbuhan skonomi akan mengalami penurunan sebezzsar 2,3 persen dari
prediksi awal sebesar 5,04 persen (Lipi.go.id, 2020). Bahkan dalam skenario terburuk,
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa berada
diangka minus 0,4 persen (VOAIndonesia, n.d.). Dampak ini juga dirasakan oleh seluruh

lapisan masyarakat bahkan disemua daerah di Indonesia, begitu juga di Sulawesi Selatan.

Saat itu ada berbagai macam langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk
meminimalisir penyebaran Covid-19 ini diantaranya adalah ditetapkannya aturan social
distancing dan physical distancing di tempat umum,pemberlakuan work from home dimana
siswa dan pekerja pekerja lainnya melakukan aktivitasnya di rumah, ditutupnya pusat
perbelanjaan, tempat wisata, dan fempat ibadah, dan pemerintah mendirikan posko-posko
penanggulangan Covid-19 pada daerah-daerah perbatasan di Kota maupun di Kabupaten.
Langkah-langkah yang dilakukan iniiah yang tentu berdampak pada aktifitas perekonomian
pada masyarakat. Penyebaran wabah Covid-19 yang mempengaruhi dan mengancam
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan pemerintah

dan ketidakpastian ekonomi global, termasuk iangkah-langkah khusus dan sektor keuangan,




Berdasarkan Penelitian (Onibala, Rotinsulu, Pingkan, et al., 2021) Terganggunya aktifitas
ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, Sisi Belanja
Negara maupun sisi pembiayaan. Potensi Perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal
dari terganggunya aktifitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun
Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiscal
dibutuhkan untuk menghadapi resiko pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) antara
lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi resiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan

menjaga aktifitas usaha.

Tekanan pada sekior keuangan mempengaruhi APBN tahun Anggran 2020, terutama dari
sisi pembiayaan. Implikasi pandemic Covid 19 telah berdampak pula terhadap ancaman
semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukan dengan penurunan berbagai
aktifitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Covid 19 yang
berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang periu dimitigasi
bersama oleh pemeriniah maupun koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistern
Keuangan (KSSK), sehingga diperlukan berbagai upaya pemeriniah dan iembaga terkait

untuk melakukan tindakan antisipasi menjaga stabilitas sektor keuangan.

Penyebaran pandemi Covid 19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan
ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian
ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dibidang keuangan
negara, termasuk dibidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang
harus segera diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak
tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus

pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) serta pemulihan dunia

usaha yang terdampak.




Dampak pandemic Covid 19 di Sulawesi Selatan sangat terasa pada triwulan dua dan
triwulan tiga, ketika pembatasan sosial berskala besar diterapkan mengganggu mobilitas
masyarakat sehari-hari. Pembatasan akiivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis
yang kemudian berimbas pada perekonomian. Lapangan usaha yang mengalami dampak
paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan
perdagangan. Sementara status pekerjaan yang mengalami dampak paling parah adalah
pekerja bebas atau pekerja lepas, berusaha sendiri (yang pada umumnya berskala mikro),
berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap. Namun setefah pelaksanaan new normal

diterapkan kegiatan perekonomian mulai berangsur membaik.

Menanggapi pandemi Covid-19, masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran
daerah harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah
daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besamya pendapatan dan
pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi
pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran
standar untuk evaiuasi kinerja dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja

Perangkat Daerah.

Dalam pengelolaan laporan keuangan oleh pemerintah Kota Makassar ini bertujuan untuk
memberikan informasi yang dapat digunakan dalam rangka pembuatan keputusan
ekonomi,social,dan politik serta sebagai bukti atas pertanggung jawaban dalam pengelolaan
keuangan kota Makassar. Laporan keuangan juga dapat memberikan informasi yang
digunakan untuk mengevaluasi kinerjea manajerial dan organisasional. Penilaian kinerja
dilakukan agar mengetahui peningkatan atau perkembangan entitas yang terjadi dari tahun
ke tahun,serta juga mengevaluasi kinetja penggunaan sumber daya daerah,terutama pada

saat saat masa darurat seperti pandemic saat ini. Laporan keuangan juga memberikan




informasi yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dan organisasi. Penilaian kinerja
dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan atau perkembangan entitas dari tahun ke tahun,
terutama untuk menilai penggunaan sumber daya lokal dalam keadaan darurat pandemi saat
ini (Onibala, Rotinsulu, & Rorong, 2021). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja
pemerintah Kota dalam mengelola keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio

keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau direalisasikan.

Berdasarkan uraian di atas,maka penuiis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan
judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar di Masa Pandemi

Covid-19 "

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
Bagaimana Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar Sebelum dan

Saat Pandemi Covid-19.
C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka fujuan dari penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui kineija keuangan pada pemerintah kota Makassar sebelum dan

saat pandemi Covid-19.
D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang
berkembang di dalam ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi terkhusus dalam

hal kinerja keuangan pada saat menghadapi pandemic covid-19 seperti saat ini.



Manfaat Praktis

1.

Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan
bagi pembaca untuk mempelajari lebih lanjut tentang kinerja keuangan dan
iimu terkait lainnya.

Akademik

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
referensi uniuk penelitian selanjutnya dan juga sebagai tambahan wawasan.
Pemerintah

Penelitian. ini diharapkan dapat memberikan ukuran tentang bagaimana
perkembangan kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar disaat

pandemi covid-19.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori
1. Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah gambaran tentang tingkat pencapaian dalam melaksanakan suatu
kegiatan/program/kebijakan demi untuk mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi
organisasi yang fertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun,2006 :
25). Istilah kinerja biasanya digunakan untuk menyebut tingkat keberhasilan individu
maupun kelompok. Bisa dikatakan kinerja hanya jika individu maupun kelompok
individu merapunayi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan (Onibala, Rotinsulu, &
Rorong, 2021).

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian
kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
sebelumya,termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam
menghasilkan barang dan jasa; Kualitas barang dan jasa (berapa banyak barang dan
jasa yang diberikan kepada pelanggan dan seberapa puas mereks). Hasil kegiatan
dibandingkan dengan tujuan; Efektivitas tindakan untuk mencapai tujuan.
(Robertson,2002 dalam Mahsun 2006 : 25)

Sementara menurut Lehman (2003) dalam Mahsun,2006 : 25 Pengukuran kinerja
adalah suatu kegiatan yang menilai pencapaian tujuan tertentu yang berasal dari
tujuan strategis suatu organisasi. Oleh karena itu, pengukuran kineria mencatat dan
mengevaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan
strategi sehingga dapat melihat kemajuan organisasi,meningkatkan kualitas dan

akuntabilitas keputusan.



2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan sebagai alat ukur untuk menentukan proses pelaksanaan
sumber daya keuangan perusahaan (Covid-, 2020) . Kinerja keuangan adalah
kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan keuangannya. Menurut Sucipto
(2003:6) pengertian “kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang
dapat mengukur keberhasilan suafu organisasi dalam menghasilkan laba”. Diukur
dengan menghitung aspek kinerja keuangan untuk mengukur seberapa baik suatu
perusahaan memenuhi kapasitas keuangannya dalam jangka waktu tertentu. Oleh
karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan
salah satu penentu penyertaan modal oleh calon investor. Kinerja keuangan suatu
perusahaan dapat menunjukkan naik furunnya harga saham perusahaan tersebut,
dan kelebihan dan kekurangan perusahaan juga dapat dilihat dari kinerja keuangan
perusahaan tersebut.

Kinerja keuangan adalah kegiatan operasi dan investasi suatu perusahaan
dengan memperkuat peran perantara keuangan seperti angel investor, investor
ventura dan kreditur untuk membantu mendorong pertumbuhan usaha kecil dan
menengah dan inovasi pasar produk (Rita & Utomo, 2019). Kinerja keuangan juga
dapat dinyatakan sebagai hasil dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam sumber
daya keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan dapat dilihat dari hasil analisis neraca
atau analisis rasio keuangan. Dalam menganalisis kinerjia keuangan, analisis
memerlukan konsep atau aspek yang menjelaskan tingkat keunggulan organisasi.
Kinerja keuangan adalah kinerja yang dicapai selama periode waktu tertentu ketika

menggambarkan tingkat keunggulan suatu perusahaan (Ratih et al.,2014). Hal ini
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dapat menjadi dasar dalam penilaian kondisi kinerja keuangan berdasarkan analisis
laporan keuangan.

Menurut Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010): “Kinerja keuangan adalah hasil atau
outcome dari suatu kegiatan atau program yang dicapal sesuai anggaran dengan
kualitas dan kuantitas yang terukur”. Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak
tujuan, terutama untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan
transparansi publik. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan

membantu menetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah..

. Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintzh Daerah

Menurut Mahmudi (2016), Salah satu tujuan dan manfaat laporan keuangan
adalah menyediakan informasi keuangan serta mengukur dan mengevaluasi kinerja
sebagai dasar pengambilan keputusan, Kinerja keuangan dapat diukur dan dievaluasi
dengan menggunakan data dan informasi laporan keuangan vang dipublikasikan.
Laporan keuangan yang dipublikasikan adalah laporan keuangan umum yang tidak
memenuhi kebutuhan khusus kelompok tertentu. Oleh karena itu, agar laporan
keuangan lebih bermakna dan berguna dalam tinjauan pengambilan keputusan serta
pengukuran dan evaluasi kinerja, maka periu dilakukan analisis lebih lanjut.

Banyak analisis laporan ketrangan dapat dilakukan berdasarkan informasi laporan
keuangan perubahan [aporan neraca seperti LRA, LO, LPE, SL, LAK, dan CalLK.
Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi
pemerintah, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran
(budgertary reports), Laporan Finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan pelaksanaan Anggaran Terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial trdiri dari

Neraca,tporan Operasional (LO),Laporan Perubahan Ekuita (LPE) dan Laporan Arus
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Ka. CalK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-
pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan

yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun iaporan finansial.

Analisis neraca yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan.
Salah satunya adalah penggunaan analisis rasio keuangan untuk menjelaskan
hubungan dan rasio keuangan. Analisis KP! berguna untuk mengukur rencana dan
menilai posisi keuangan perusahaan (Amelya et al., 2021).

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun,Firma dan Heribertus (2011:81), ,Anggaran Pendapatan &
Belanja Daerah merupakan daftar yg memuat rincian penerimaan wilayah ditetapkan
menggunakan peraturan wilayah selama satu fahun.Anggaran Pendapatan & Belanja
Daerah ditetapkan menggunakan peraturan wilayah buat masa satu tahun,mulai
berdasarkan 1 januari hingga degan lepas 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Anggaran 2015 Pasal 1 ayat
1,pengertian Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah merupakan planning keuangan
tahunan pemerintahan wilayah yg dibahas & disetujui beserta sang Pemda & DPRD,

& ditetapkan menggunakan peraturan wilayah.

. Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah periu diperhatkan penggunaanya. Menurut
Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang
digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan

keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnyaterhadap APBD
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belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat

mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

Meskipun demikian,dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang
transparan,jujur,demokratis,efektif efisien,dan  akuntabel,analisis rasio terhadap
APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda

dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta {Abdul halim : 2012 : 4)

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang
dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya,sehingga dapat
diketahui bagaimana kecenderungan yang ferjadi. Selain it dapat pula dilakukan
dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lainyang terdekat
ataupun yang potensi daerahnya relative sama dengan yang lainnya.Menurut Abdul
Halim (2012 : 4) Adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio
keuangan APBD ini yaitu pihak DPRD,pihak eksekutif pihak pemerintah pusat

ataupun provinsi serta masyarakat dan kreditur.

Ada beberapa cara untuk mengukur‘ Kinerja Keuangan Daerah salah satunya
yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang
bisa digunakan adalah Rasio efektivitas PAD. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah,
Rasio Keserasian Daerah, Rasio keserasian, Rasio derajat desentralisasi fiskal dan

Rasio Kemandirian Daerah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian

menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstemal.

Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat
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ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstemal (terutama pemerintah

pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin

rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi

daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah

(dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada table sebagai berikut -

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) | Pola Hubungan
Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif
Rendah 25% - 50% Konsultatif
Sedang 50% - 75% Partisipatif
Tinggi 75% - 100% Delegatif

Sumber : Oppier (2013)

2. Rasio Efektivitas

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang

dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran

pendapatan belanja daerah (Halim, 2014:267) yaitu :

Rasio efektivitas

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan

pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.




13

Tabel 2.2

Penilaian Efektivitas

Kriteria Efektivitas Presentase Efektivias
Sangat efektivitas Diatas 100%

Efektif 90%-100%

Cukup efektif 80%-90%

Kurang efektif 60%-80%

Tidak efektif Kurang dari 60%

Sumber : Mohammad Mahsun(2016 : 130)

Menurut Rahardjo (2011:170) dalam jumal Mega Oktavia Ropa
(2016:741) mengatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program
dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut
benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya,
termasuk ketentuan yang berlaku. Efektivitas berhubungan dengan derajat
keberhasilan suatu operasi pada sekior publik sehingga suatu kegaiatan
dikatakan efekiif jika kegiatan tesebut mempunyai pengaruh yang besar
terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat vang merupakan

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rigel Nurul Fathah (2017:36) dalam jumalnya yang berjudul Analisis
Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunung Kidul, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung
dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

atau yang dianggarkan sebelumnya.
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Menurut Nurhayati (2015:58), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah
dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli
daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan).
Menurut Mahmudi (2010:143) dalam jurnal (Ni Ketut Erna Rahmawati dan |
Wayan Putra, 2016:1779),  Rasio efektivitas pendapatan asli daerah
menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi
penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio
efektivitas adalah tingkat perolehan hasil suatu kegiatan yang disesuaikan

dengan target yang ditentukan.

Berdasarkan  uraian yang telah 'dikemukakan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa rasio efektivitas adalah menggambarkan kemamptian
pemerintah daerah dalam merealisasikan Alokasi Dana Daerah (ADD) yang

direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

. Rasjo Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat
kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Derajat desentralisasi
juga menggambarkan seberapa besar kemampuan keiuangan daerah dalam
membiayai kegiatannya dengan cara membandingkan antara jumlah
pendapatan asli daerah dibagi dengan total penerimaan daerah.

Mahmudi (2010;142) mengatakan bahwa rasio desentralisasi
menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap fotal
penerimaan, dimana semakin tinggi kontribusi PAD maka kemampuan

pemerintah daerah dalam penyelengaraan desentralisasi semakin baik.
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Tabel 2.3 Kriteria Kemampuan Desentralisasi Fiskal

Presentase Desentralisasi % | Kemampuan keuangan
0-10 Sangat Kurang
10-20 Kurang
20-30 Cukup
30-40 Sedang
40-~-50 Baik
>50 Sangat Baik

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan
antara besamya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dalam
melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang
dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Rasio ini dihitung
dengan cara membandingkan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan asli daerah dibagi dengan realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
berarti kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu
pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang
dikeluarkan apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien

atau tidak.
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Tabel 2.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi Presentse Efisiensi
100% Keatas Tidak Efisien

100% Efisien Berimbang
Kurang dari 100% Efisien

Sumber : Mahsun {2012)
5. Rasio Keserasian

Analisis Keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui
keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai
alat disitribusi,alokasi dan stabilitasi dengan demikian pemerintah daerah perlu
untuk membuat harmonisasi belanja,guna menjaga fungsi anggaran tetap
berjalan dengan baik (Mahmudi,2010 : 162),

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal secara optimal,
Semakin iinggi presentase dan yang di alokasikan untuk belanja operasi
berarii presentase belanja investasi (belanja modal) yang digunakan untuk
menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung serakin
kecil. Oleh karena itu,rasio belanja modal yang terlatif masih kecil periu untuk
ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah (Halim, 2012
: L-8). Menurut Mahmudi (2010 : 164),rasio keserasian antara lain berupa :

a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai

porsi belanja daerah yang di alokasikan untuk belanja operasi. Pada
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umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah,yaitu
antara 60-90%. Pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung
memiliki porsi belanja operasi yang lebih besar dibandingkan pemerintah

daerah yang tingkat pendapatannya rendah.
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Tabel 2.5

Penelitian Terdahulu
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No Nama Judul Variabel Alat Hasil
Penelitian Penelitian Analisis Penelitian
1 | (Onibala, Dampak Dampak Alat uji Non | Dampak
Rotinsulu, Pandemi Pandemi Covid- | Parametric pandemi Covid-
Pingkan, et | Covid-19 19 dan | menggunak 19
al., 2021) Terhadap | Keuangan Wilcoxon Test. menyebabkan
Kinerja Daerah adanya
Keuangan penurunan
Daerah kinrja
Kabupaten keuangan
Minahasa Kabupaten
Tenggara Minahasa
Tenggara  di
masa pandemi
Covid-19
dibandingkan
dengan kinerja
tahun
sebelumnya
namun
pengaruh/dam
pakya tidak
signifikan
2 | (Albanjariet | Analisa Kebijakan Financing Deposii [ Hasil penelitian
al., 2021) Dampak Pemerintah,kiner | Ratio (FDR), Non- | menunjukkan
Kebijakan | ja keuangan Perfoming Financing | financing
Pemerinta | Bank Umum (NPF) deposit ratio
h Syariah pada bank
Terhadap umum syariah
Kinerja pada quartal 1
Keuangan dan quartal 2
Bank mengalami
Umum kenaikan rata-
Syariah di rata,artinya
Indonesia kesehatan
Pada Era keuangan
Pandemi menurun eiring
Corona dengan
Virus kebijakan
Disease- pemerintah dari
19 penerapan

PSBB menuju
New
Normal.Sedang
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kan pada
quartal 3 sudah
megalami
penurunan
mendekati 75%
sehingga bisa
diarikan
kesehatan
keuangan lebih
stabil. Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa non
performing
financing pada
Bank  Umum
Syariah pada
era pandemic

Covid-19
cenderung
sehat.
(Hidayat, Analisis Kinerja Uji Paired Sample T- | Hasil  analisis
2021) Perbandin fKeuangan dan |test dan Wilcoxon | menunjukkan
gan Kinerja | Nilai Perusahaan | signed rank test. terdapat
Keuangan perbedaan
Dan Nilai Kinerja
Perusahaa Keuangan dan
n Sebelum Nilai
Dan Disaat Perusahaan
Pandemi sebelum dan
Covid-19 pada saat
pandemi Covid-
19
.Berdasarkan
uji beda rafa
masing-masing
Industri
mengalami
penurunan
Laba
Persaham dan
Nilai
Perusahaan.
(Esomar & Dampak Pandemi Covid- | Rasio Hasil empiris
Chyristianty, Pandemi 19, Kinerja likuditas,Rasio menunjukkan
2021) Covid-19 Keuangan Solvabilitas,Rasio bahwa,pada
terhadap Profitabilitas dan rasio likuiditas
Kinerja Rasio pasar. dan rasio pasar

Keuangan

tidak terdapat
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Perusahaa
n Sektor
Jasa di
BEI

perbedaan
yang signifikan
di antara
periode
sebelum dan
periode
sesudah kasus
Covid-19
pertama kali di
umumkan di
Indonesia.
Sedangkan,
pada rasio
solvabilitas dan
rasio
profitabilita, terd
apat prbedaan
yang signifikan
di antara kedua
periode
tersebut.

Yoga Adi
Surya dan
Binti Nur
Aisyah
(2020)

Analisis
Perbandin
gan
Kinerja
Keuangan
Bank BNI
Syariah
dan
Mandiri Di
Masa
Pandemi
Covid-19

Kinerja

Keuangan,Bank
BNI Syariah dan
Mandiri Syariah

Sampel T-test

Terdapat
perbedaan
antara kinerja
keuangan Bank
BNI Syariah
dan Bank
Mandiri Syariah
dari aspek
ROA NPF,dan
BOPO,dan
sedangkan dari
segi aspek
CAR dan ROE
menunjukkan
bahwa secara
signifikan tidak
ada perbedaan
antara kinerja
keuangan Bank
Mandiri Syariah
dan Bank BNI
Syariah.

(Amelya et
al., 2021)

Analisis
Perbandin
gan
Kinerja
Keuangan
PT

Kinerja
Keuangan,PT
Indofood CBP
Sukses Makmur
Tbk.

Rasio Likuiditas,
solvabilitas,

profitabilitas

Hasil dari
penelitian  ini
menunjukkan
perbedaan
kinerja
keuangan PT
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Indofood
CBP
Sukses
Makmur
Tbk
Sebelum
dan Stelah
Adanya
Pandemi
Covid-19

Indofood CBP
Sukses
Makmur  Tbk
sebelum dan
setelah adanya
pandemi Covid-
19.  Indikator
yang
mengalami
kenaikan cukup
tajam
ditunjukkan
oleh Debt to
Total Equity
Ratio dan Debt
to Total Assets
Ratio.
Walaupun
demikian,
kinerja
perusahaan
masih bisa
dikatakan baik
di tengah masa
pandemi. Hal
ini  dibuktikan
dengan
kemampuan
perusahaan
meningkatkan
penjualan dan
laba yang
tercermin pada
rasio Net Profit
Margin.

(Frihatni et
al., 2021)

Analisis
Kinerja
Keutangan
Perhotelan
Akibat
Pandemi
Covid-19

Pandemi Covid-
19,Kinerja
Keuangan

Analisis Komparatif

Temuan hasil
penelitian ini
adalah adanya
penurunan
pendapatan
hotel akibat
pandemi Cvid-
19 yang berada
di kisaran 13%-
49%. Hasil
penelitian in
berkntribusi
terhadap
dampa pademi
yang
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mempengaruhi
sektor
perhotelan di
daerah. Ini
menjadi bukti
empiris bahwa

kinerja
keuangan
sektor jasa
perhotelan
mengalami
penurunan
dibandingkan
dengan tahun
sebelumya.
(Sidarta et Pengaruh | Kinerja Keungan | STATA MP14 Hasil
al.; 2021) Kinerja Perusahaan menunjukkan
Keuangan bahwa seluruh
Prusahaan variabel bebas
Tebuka yang
Terhadap digunakan
Retum diantaranya
Saham current  ratio,
Pada debt to equity
Masa ratio, dan retum
Pandemi on assets
Covid-19 berpengaruh
(Pada terhadap
Perusahaa variabel terikat
n yang yakni return
Tercatat di saham.
BE! Tahun
2020)
(Saputri & Pengaruh | Indikator Rasio CAR, | Secara umum,
Hannase, Indikator Makroekonomi,K | NPF,Net, BDR,ROA, | disimpulkan
2021) Makroekon | inerja Keuangan | NOM,BCPO,FDR bahwa selama
omi dan STM. masa pandemi
Terhadap Covid-19,
Kinerja indikator
Keuangan makroekonomi
Bank memiliki
Umum pengaruh
Syariah signifikan
Pada terhadap
Masa profitabilitas
Pandemi bank syariah,
Covid-19 namun
berpengaruh

tidak _signifikan
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terhadap aspek
permodalan,as
pek  kualitas
aktiva produkdtif
(BDR) dan

aspek likuditas
(FDR) bank
syariah.

10

(Devi et al.,
2020)

The Impact
of Covid-
19
Pandemic
on the
Financial
Performan
ce of firms
on the
Indonesia
Stock
Exchange

The Impact of Of
Covid-
19,Financial
Performance

Wilcoxon Signed
Rank Test

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa terjadi
peningkatan
rasio leverage
dan rasio
aktivitas jangka
pendek, namun
terjadi
penurunan
rasio likuiditas
dan rasio
profitabilitas
perusahaan
publik selama
pandemi
COVID-19,
Tidak terdapat
perbedaan
yang signifikan
pada rasio
likuiditas  dan
rasio leverage,
namun terdapat
perbedaan
yang signifikan
pada rasio
profitabilitas
dan rasio
aktivitas jangka
pendek pada
perusahaan
publik antara
sebelum dan
selama
pandemi
COVID-19.
Sektor  yang
mengalami
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peningkatan
rasio likuiditas,
rasio
profitabilitas,
dan rasio
aktivitas jangka
pendek namun
penurunan
rasio leverage
adalah sektor
barang
konsumsi,
sedangkan
sektor yang
mengalami
penurunan
rasio likuiditas
dan rasio
profitabilitas
adalah  sektor

properti, riil.
perkebunan
dan konstruksi
bangunan,
keuangan,
perdagangan,
jasa, dan
investasi.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini dibuat untuk memahami pengertian tentang teori yang
mendukung hubungan atau pengaruh antar Variabel yaitu mengenai Analisis Kinerja
Keuangan Pada Pemerintah Kota. Dalam kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa

untuk mengetahui bagaimana perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar

sebelum dan selama pandemic Covid-19.
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LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
Sebelum Covid-19 Selama Pandemi Covid-

19
(2019)

(2020-2021)

Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota
Makassar

Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian




BAB 1l

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif
dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif deskriptif ini digunakan untuk membuat
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Gunawan, 2013).
Metode penelitian kuantitatif berfujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara satu
variabel dengan variabel lainnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pada
pemerintali kota Makassar pada saat Pandemi Covid-19. Guna mendalami fokus tersebut
penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian Kuantitatif dipilih karena

ingin menguji suatu teori dan fokus pada pengaruh terhadap Kinerja tersebut.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Kota Makassar tepatnya pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Makassar sebagai penyedia data.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu jenis data
yang dapat di ukur atau dihitung secara langsung,yang berupa informasi atau penjelasan
yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka-angka. Dimana pada penelitian
ini data Kuantitatif diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Kota Makassar petiode (2019-

2021). Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data vang diperoleh
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secara tidak langsung dan di peroleh dari pihak lain maupun sumber lain yang berkaitan

dengan penelitian.

. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar. Sedangkan penarikan sampel
diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar

Tahun 2019-2021.
. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dokumentasi. Menurut Suharso (2009:104).Dokumentasi adalah data sekunder yang
disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik),
buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Data ini
diperoleh dari BPKAD Koté Makassar berupa laporan Realisasi Anggaran Pemerintah
Kota Makassar sebelum pandemi covid-19 pada Tahun 2019 dan pada saat pandemic

Covid-18 di Tahun 2020-2021.

. Definisi Operasional Variabel

Untuk mengukur Kinerja Keuangan pemerintah Kota Makassaar di masa pandemic
covid-19 maka data utama yang digunakan adalah LRA pemerintah Kota Makassar.

Adapun variable-variabel yang akan di analisis dalam LRA tersebut adalah sebgai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, ditunjukkan oleh besamya Pendapatan

Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari

sumber lain (Pendapatan Transfer).




28

2. Rasio Efektiviitas PAD, yang menggambarkan kemampuan pemerintah
daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan berdasarkan potensit riil daerah.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, yang dihitung berdasarkan perbandingan
antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan
Daerah.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, menggambarkan perbandingan antara
besamya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh realisasi belanja daerah
dengan realisasi penerimaan PAD yang diterima.

5. Rasio Keserasian, menggambarkan. bagaimana  pemerintah . daerah
memprioritaskan alokasi biaya dananya pada belanja operasi dan belanja

moedal secara optimal.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.
Analisis Kuantitatif jalah analisis dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap
data keuangan yang di peroleh uniuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota
Makassar di masa pandemi covid-19. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja
keuangan pemerintah kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

2T divian = Pendapatan Asii Daerah X 100%
R e e L e Pusat dan Pinjaman 0

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efeltivit ReaslisasiPADXlooo/
asio Efektivitas Anggaran PAD b

3. Rasio Desentralisasi Fiskal
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) . Pendapatan Asli Daerah
Rasio Desentralisasi Fiskal - X 100%
Total Penerimaan Daerah

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

. . . . Biayayang dikeluarkan untuk memungut PAD
Rasio Efisiensi — - X 100%
Realisasi Penerimaan PAD

5. Rasio Keserasian
a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja

Realisasi Belanja Operasi

L))
Total Belanja Daerah "\ W
b. Rasio belanja modal terhadap Total Belanja
Realisasi Belanja Modal
X 100%

Total Belanja Daerah




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum,yaitu
gambaran umum Kota Makassar dan gambaran umum mengenai Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Gambaran umum Kota Makassar mencakup
kondisi geografis,kependudukan,serta visi dan misi Kota Makassar. Sedangkan
gambaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi struktur
organisasi,uraian tugas,fungsi dan tata kerja serta visi dan misi BPKAD.

1. Kondisi Geografis

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian
Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara
119°24'17°38" Bujur Timur dan 5°8'6’19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah
Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah
selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota
Makassar memiliki topografi dengan kemiringan [ahan 0-2°(datar) dan kemiringan
lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Mzkassar tercatat 175,77 km
persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu
udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar adalabh kota yang terletak dekat dengan pantai yang
membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai
“Wateriront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo,
Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam

kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada
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ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan
Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada
saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153
kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang
berbatasan dengan pantai vaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso,
Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan

Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:
o Batas Utara; Kabupaten Maros
¢ Batas Timur: Kabupaten Maros
» Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
» Batas Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu

a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantat.
b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang
Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur

Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan

Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan Rappocini.
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2. Kondisi Demografi

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota
ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota
Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari lakilaki 557.050
jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %.

Luas wilayah kecamatan :1 Tamalanrea : 31,84 km? 2 Biringkanaya 48,22
km? 3 Manggala 24,14 km? 4 Panakkukang 17.05 km? 5 Tallo 5,83 km? 6 Ujung
Tanah 5,94 km?; 7 Bontoala 2,10 km? 8 Wajo 1,99 km? 9 Ujung Pandang 2, 63
km? 10 Makassar 2,52 km? 11 Rappocini 9,23 km? 12 Tamalate 20,21 km?, 13
Mamajang 2,25 km?;, 14 Mariso 1,82 km?

» Kepadatan Penduduk : 6.646,5/km?

» Jumlah penduduk : 1,168,258 jiwa.

Penduduk Kota Makassar tahun 2010 fercatat sebanyak 1.339.374 jiwa
yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Sementara itu
komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis
kelamin penduduk kota Makassar, yaitu sekitar 92,17 % yang berarti setiap 100
penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki. Penduduk Makassar kebanyakan
dari Suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton,

Tionghoa, Jawa dan sebagainya.
3. Visi dan Misi Kota Makassar
a. Visi

“Percepatan mewujudkan makassar Kota Dunia yang “SOMBERE’ & SMART

CITY" dengan IMUNITAS KUAT untuk semu.”
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b. Misi
1} Revolusi SDM dan percepatan reformasi biokrasi menu SDM Kota yang
unggul dengan pelayanan public kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
2) Rekontruksi Kesehatan ekonomi,social dan budaya menuju masyarakat
sejahtera dengan imunitas ekonomi dan Kesehatan kota yang kuat untuk
semua,
3) Restorasiruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang
“sombere’ & smart” city untuk kita semua.
4. Struktur Organisasi
Dalam struktur organisasi pemerintah daerah merupakan wadah pelaksanaan
fungsi-fiingsi pemerintah daerah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah
dengan institusi daerah lainnya dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan
daerah. Struktur Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar
berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2016 adalah

sebagai berikut:




STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

34

KEPALA
BADAN
|
SEKRETARIS
Kelompok Jabatan | |
Fungsional _
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Perencanaan Umum &
Keuangan .
dan Pelaporan Kepegawaian
BIDANG BIDANG BIDANG
ANGGARAN PERBENDAHARAAN AKUNTANSI i =
Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang
Perencanaan | Pengelolaan Kas Pembukuan | Mutasi dan
an Penyusunan Daerah Inventarisasi
Anggaran Aset
. Sub Bidang
Sub Bidan | -
Perbendaharaan Pelaporan Sub Bidang
Sub Bidang | | Pengadaan
Pengendalian ) dan
| Sub Bidang Pemanfaatan
Pengelolaan Galji Aset

UPT

Gambar 4.1
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5. Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan

1)

2)

3)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas
membantu walikota< melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan
fungsi;

a. [penyusunan kebijakan teknis.penyelenggaraan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan bidang keuangan

b. pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaran fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan bidang keuangan;

¢. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis penyelenggaran fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang
keuangan;

d. pembinaan feknis penyelenggaraan fungsi pentnjang Urusan
Pemerintahan bidang keuangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
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b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan;
¢. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan
kegiatan  Sekretariat dan Bidang Anggaran, Bidang
Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset;
d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana
Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) badan;

e. 'mengoordinasikan dan  merumuskan bahan penyiapan
penyusunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala
bentuk  pelaporan lainnya sesuai bidang  tugasnya;
f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
badan;

g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan (SP) badan;

h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas
organisasi dan tata laksana;

L. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan
dan aset;

j. merumuskan dan melaksanakan pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;
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k. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah,rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta penyusunan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. melaksanakan< pengaturan, pembinaan, pengelolaan dan

dministrasi keuangan Daerah;

Daerah yang berada dalam penguasaannya;

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari altematif

pemecahannya,




38

v. mempelgjari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

w.- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
x. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai
dengan lingkup tugasnya;

y.-membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Z. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;

aa. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;

bb. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
walikota melalui sekretaris Daerah;

cc. melaksanakan fugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

walikota.

b. Sekretariat
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit
organisasi di lingkungan badan.
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan,

keuangan, umum dan kepegawaian;




b.

2.
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pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan,
umum dan kepegawaian;

pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan,
keuangan, umum dan kepegawaian;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan
dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait

tugas dan fungsinya.

3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas:

merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan
kegiatan Sekretariat;

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis  urusan
perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan
kepegawaian;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian
Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

menghimpun dan menyusun bahan -Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA Sekretariat;

mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)YDPPA
Sekretariat;

mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator
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Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)DPPA
dan Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan;

. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan
Laporan = Akuntabilitas * Kiheja  Instansi . Pemerintah
(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja /Instansi Pemerintah
(SAKIP) kota dan segala benfuk pelaporan lainnya sesuai
bidang tugasnya

mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
badan

mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan
pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan,
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset

serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler badan;

. mengevaluasi - pelaksanaan fugas dan menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
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m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

n. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di
lingkup badan;

0. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

p.- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

c. Bidang Anggaran
(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melzksanakan penyusunan
anggaran, administrasi anggaran dan pembiayaan dan investasi yang
menjadi kewenangan pemerintah Kota.
(2) Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang anggaran;
b. pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
¢. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang
anggaran,
€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.
(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas:
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. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan
kegiatan Bidang Anggaran;

. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA Bidang Anggaran;

mengkoordinasikan,  mengawasi dan  mengendalikan
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA
Bidang Anggaran;

. menggordinasikan penyusunan/ program dan kegiatan
pembahasan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. menysun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beserta

. ;mengoordinasikan penyusunan standar harga dan analisais
standar belanja Daerah;,

. - melaksanakan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) SKPD;

menyusun perencanaan anggaran Kas dan menetapkan Surat
Penyediaan Dana (SPD);

menyusun peraturan perundangan Daerah dan kebijakan
pengelolaan anggaran;

. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran

pendapatan belanja Daerah dan pelaksanaan pembiayaan dan

investasi Daerah.
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l. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan
pembiayaan dan investasi;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;

n. mempelgjari, memahami.dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas:

0. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan:

p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang beraku;

q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

d. Bidang Perbendaharaan
(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
perbendaharaan umum Daerah, perbendaharaan belanja dan verifikasi
bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah.
(2) Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan operasional di bidang perbendaharaan;

b. pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;

c. pengoordinasian kegiatan di bidang perbendaharaan;




44

d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
perbendaharaan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan
kegiatan Bidang Perbendaharaan;

b. menghimpun dan menyusun bzhan Rencana Kera dan
Anggaran (RKA)YRKPA, - Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA Bidang Perbendaharaan;

c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA
Bidang Perbendaharaan;

d. melaksanakan penerbitan Surat Perinizh Pencairan Dana
(SP2D):

e. melaksanakan pemantauan pensrimaan dan pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/fatau
lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

f. melaksanakan pengaturan dana yang diperiukan dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

g. melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang Daerah;

h. melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;

i. mengoondinasikan pelaksanaan kewajiban perpajakan;
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menyusun kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
pengelolaan perbendaharaan umum Daerah, belanja dan
verifikasi kelengkapan penerimaan dan pengeluaran keuangan
Daerah;

melaksanakan penyusunan peraturan pelaksanaan dan
pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagerah;
melaksanakan verifikasi dan meneliti kelengkapan administrasi
penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari altemnatif
pemecahannya;

. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan

. membagi fugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kefja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentiian yang berlaku;

. menyampaikan [aporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.




46

e. Bidang Akuntansi

(1) Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas melaksanakan akuntansi

atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk

transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun

laporan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah sesuai dengan

standar akuntansi pemerintah.

(2) Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

perencanaan kegiatan operasional di bidang akuntansi:
pelaksanaan ksgiatan di bidang akuntansi;

pengoordinasian kegiatan di bidang akuntansi:

pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
akuntansi;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait

tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas:

a.

merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan
kegiatan Bidang Akuntansi;

menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan
Anggaran  (RKAYRKPA; Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA Bidang Akuntansi;

mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)DPPA

Bidang Akuntansi;
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. menyusun kebijakan dan pedoman teknis operasional
penyelenggaraan akuntansi Daerah; melaksanakan akuntansi
dan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah:;

. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah;

melaksanakan pemberian pinjamanan atas nama pemerintah
Daerah;

. melaksanakan pengelolaan hutang dan piutang Daerah;

. menyelenggarakan evaluasi laporan keuangan dan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencar alternatif
pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan;

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.
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f. Bidang Aset

(1) Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan

pengelolaan aset Daerah.

(2) Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang asset
b. pelaksanaan kegiatan di bidang aset;
c. pengoordinasian kegiatan di bidang aset;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang aset;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas

dan fungsinya.

(3) Berdasarkan fugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat(2), Bidang Aset mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan

kegiatan Bidang Asef;

b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kera dan
Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)/DPPA Bidang Aset;

c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Aset;
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d. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi
mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan

pemberdayaan aset;

e. melaksanakan pengumpuian dan penyusunan bahan kebijakan
umum dan teknis rencana kebutuhan aset Daerah, penelitian dan
pengkajian kebutuhan barang Daerah sebagai dasar pelaksanaan
pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan
bangunan, pelaksanaan administrasi barang Daerah, penilaian dan
penyusutan aset Daerah, pencatatan barang milik Daerah,
inventarisasi data aset Daerah, penyimpanan seluruh bukti asli
kepemilikan kekayaan Daerah serta pelaksanaan sensus barang

milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;

f. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis
pemanfaatan dan pengendalian kekayaan Daerah, evaluasi daftar
hasil pengadaan barang Daerah, pemantauan dan pengawasan
kepemilikan aset Daerah serta dokumentasi kepemilikan aset

berupa kendaraan, tanah dan bangunan;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
pemmasalahan di lingkup tugasnya serta mencari altematif

pemecahannya;

h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang- undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
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i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

j. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada atasan;

l. melaksanakan, tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

B. Hasil Penelitian

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4.1
Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Makassar

Rasio
Tahun Pendapatan Asli Bantuan PP dan Kemandirian
Daerah Pinjaman Keuangan
Daerah

2019 1.624.776.235.586.00 | 543.757.717.701.000 30%
2020 1.144.166.180.881.00 | 638.003.957.091.000 18%
2021 1.326.375.011.303.82 | 947.433.038.048.000 14%

21%
RATA-RATA

Sumber data . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penghitungan rasio kemandirian keuangan daerah didasarkan pada
perbandingan antara jumlah PAD dengan total dana transfer yang mencakup

bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta jaminan.
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Hasil menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota
Makassar sebelum pandemi pada tahun 2019 yaitu 30% atau dalam kategori
rendah. Hal ini menunjukkan pola hubungan yang terbentuk adalah konsultatif
yang berarti bahwa pemerintah daerah dinilai sedikit lebih mampu menjalankan
otonomi daerah, dan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang. Otonomi
daerah yang dimaksud yaitu menentukan dan menetapan UMR,dan mengelola
sendiri Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Makassar.

Hasil Rasio Kemandirizn Keuangan Daerah kota Makassar di tahun 2020 (di
masa pandemi covid-19 periode pertama) mengalami penurunan yaitu 18% dan
di tahun 2021 (masa pandemi covid-19.diperiode kedua) menurun menjadi 14%
yang dikategorikan rendah sekali,dan dalam pola hubungan Instruktif. Hal ini
dikarenakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian
pemerintah daerah dan daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah,
seperti menentukan UMR, mengelola sendiri APBD, memberlakukan retribusi
daerah, dan memberlakukan pajak daerah.

Menurut hasil penelitian di atas dapat disimputkan bahwa rasic kemandirian
keuangan daerah sebelum pandemi dan pada saat pandemi covid-19 pemerintah
Kota Makassar memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali
dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat
masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong
interval  0-25%. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan
kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan

pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.
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2. Rasio Efektivitas

Tabel 4.2
Rasio Efektifitas
Pemerintah Kota Makassar
Rasio
Tahun Realisasi PAD Anggaran PAD efePk}t\ifITDtas

2019 1.303.316.337.553.94 | 1.624.776.235.586.00 80%
2020 1.078.328.561.269.15 | 1.144.166.180.881.00 94%
2021 1.140.328.483.697,93 | 1.326.375.011.303.82 86%

0,
RATA-RATA &

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kcta Makassar di
tahun 2019 yaitu 80% dan dikategorikan cukup efektif karena rata-rata efektivitasnya
berada pada presentase 80% - 90%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari
sektor pajak seperti pajak kendaraan bemmotor, pajak hote!, pajak restoran, pajak
hiburan, dan pajak reklame fidak mencapai target dari yang dianggarkan
sebelumnya.

Hasil Rasio Efektivitas pada tahun 2020 yaitu 94% dan dikategorikan efektif yang
berarti penerimaan dari sekior pajak dan retribusi daerah seperti retribusi jasa
umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu mencapai anggaran
yang telah di tetapkan. Sedangkan hasil Rasic Efektivitas di tahun 2021 yaitu 86%
dan berada pada kategori cukup efektif yang berarti Pemerintah Kota Makassar
dapat dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik dalam hal merealisasikan PAD
yang telah di rencanakan.

Menurut hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas

Pemerintah Kota Makassar memiliki rata-rata yaitu 87% yang berarti pemerintah
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kota makassar cukup efekiif atau cukup baik dan hampir mencapai penerimaan dari
yang dianggarkan. Pemerintah kota Makassar harus mengoptimalkan penerimaan
dari potensi pendapatannya yang telah ada dan mengoptimalkan penerimaan
potensi pendapatan yang ada dan diharapkan dapat memaksimalkan potensi-
potensi PAD di daerah fersebut sehingga bisa melampaui target yang telah
ditentukan. Alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk meningkatkan potensi
daerah antara lain. mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program
program Kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program
peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial contohnya bidang
transportasi, bidang keuangan dengan mendirikan bank dacrah, dan PDAM sbagai

penyedia air bersih.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal
Tabel 4.3 Rasio Desentralisasi Fiskal

Pemerintah Kota Makassar

Tahun Pendapatan Asli Total Pendapatan DeseRri?:I)isasi
Daerzah Daerah Fiskal
2019 1.624.776.235.586.00 | 4.055.576.463.716.00 40%
2020 1.144.166.180.881.00 | 3.469.163.140.080.00 33%
2021 1.326.375.011.303.82 | 3.577.236.761.303,82 37%
RATA-RATA 37%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran Kinerja
Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Makassar di tahun 2019 yaitu 40% berada

pada kriteria baik, hal ini dikarenakan pemerintah Kota makassar melaksanakan
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dengan baik kewenangan dan taggung jawab yang diberikan pemerintah pusat
dalam melaksanakan pembangunan pemerintah daerah seperti memangkas
angka kemiskinan, penataan transportasi publik, dan mengembangkan potensi

pariwisata.

Hasil rasio Derajat desentralisasi fiskal pemerintah kota makassar di tahun
2020 yaitu 33% dan. tahun 2021 yaitu 37% dan dalam kategori sedang. Dapat
diartikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Makassar dalam membiayai
pembangunan dan operasional di pemerintahan sedikit mampu membiayai
pemerintah sendiri, pembangunan yang dimaksud ialah pelayanan Kesehatan dan
Pendidikan, penguatan badan usaha milik daerah, dan menciptakan iklim usaha

yang baik bagi para pelaku usaha dan bisnis.

Tabel 4.3 diatas menunjukkan rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah
Kota Makassar dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan dan kembali
meningkat di tahun 2021 . Rasio tersebut dalam tiga tahun terakhir sebelum dan
pada saat pandemi covid-19 berada pada rata rata 37% dan dikategorikan sedang.
Dapat diartikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Makassar dalam
membiayai pembangunan atau operasional sedikit mampu membiayai pemerintah

sendiri.
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4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Makassar

Rasio
Tahun Realisasi Belanja Realisasi Penerimaan Efisiensi
Daerah Daerah Keuangan
Daera

2019 3.548.006.636.749.30 | 3.666.359.990.154.91 97%

2020 2.968.616.107.772.68 | 3.323.662.286.602.00 89%

2021 3.150.496.728.994,07 | 3.286.043.497.393,93 86%

RATA-RATA 94%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hasil perhitungan Rasio efisiensi PAD Kota Makassar di tahun 2019 yaitu
97% dan berada pada kategori Efisien, hal tersebut menggambarkan kinerja
pemerintah daerah Kota Makassar efisien dalam menekan biaya yang dikeluarkan
untuk mengoptimalkan perolehan PAD, biaya yang dimaksud yaitu belanja rutin
untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang meliputi belanja pegawai
(belanja gaiji, tunjangan, uang makan, uang lembur PNS) dan belanja barang
(keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik).

Hasil perhitungan Rasio efisiensi PAD di tahun 2020-2021 juga berada di
kategori yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu Efisien karena nilai
presentase yang dihasilkan kurang dari 100%, dan menggambarkan bahwa
kinerja pemerintah daerah Kota Makassar efisien dalam mengelola pengeluaran
daerah yaitu belanja daerah seperti belanja pegawai berupa pembayaran gaji bagi
pegawai otonom, belanja barang dan jasa, pembelian inventaris kantor, biaya

Pendidikan, dan biaya perjalanan dinas bagi kegiatan pegawai.
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Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui
bahwa rata-rata Efisiensi Keuanagn Daerah Pemerintah Kota Makassar dari tahun
2019 sampai dengan 2021 sebesar 94%. Biaya yang dikeluarakan oleh
pemerintah Kota Makassar untuk memperoleh pendapatannya kecil dapat
dikatakan kinerja Pemerintah Kota Makassar dalm hal ini masih baik karena dapat
menekan jumlah daerahnya. Untuk ke depannya diharapkan pemerintah Kota
Makassar tetap meminimalisir jumlah belanjanya dengan cara disesuaikan

dengan pendaptannya sehingga ke depannya tetap berada pada tingakatan

efisiensi.
5. Rasio Keserasian
a. Belanja Operasi
Tabel 4.5 Pehrhitungan Rasio Kesarasian (Belanja Operasional)

Pemerintah Kota Makassar

Rasio
Tahun Total Belanja Total Belanja Daerah Belanja
Operasional Operasi

2015 3.024.805.711.330.00 | 3.548.006.635.749.30 85%

2020 2.969.436.720.232.00 | 2.968.616.107.772.68 100%

2021 3.246.350.826.40549 | 3.150.496.728.994,07 103%

RATA-RATA 96%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Hasil Rasio Belanja Operasional di tahun 2019 yaitu 85%, dapat
dikatakan rasio keserasian belanja operasi Pemerintah Kota Makassar dalam
keadaan baik karena berada pada kisaran 60-90%, yang berarti pemerintah kota

makassar cukup baik dalam mengeluarkan anggaran untuk kegiatan sehari-hari
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pemerintah seperti biaya rapat/pertemuan, ATK, Uang saku, uang tranportasi
lokal, dan biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan.
Hasil Rasio Operasional Pemerintah Kota Makassar di tahun 2020-2021
sangatlah besar karena melebihi proporsi umum yaitu melebihi 90%, hal ini yang
berarti pemerintah kota makassar mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk

kegiatan pemerintah.

Hasil Rasio Operasi Pemerintah Kota Makassar sangatlah besar dan
melebihi proporsi umum pemerintzh daerah, rata-rata Rasio Belanja Operasi
sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 yaitu 96%. Hal ini disebabkan oleh
besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja
pegawai yang relatif besar, Pemerintah Kota Makassar lebih banyak
mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas

Pemerintah.

b. Belanja Modal
Tabel 4.6 Rasio Keserasian (Belanja Modal)

Pemerintah Kota Makassar

Rasio
Tahun Total Belanja Modal | Total Belanja Daerah Belanja
Modal

2019 1.119.500.011.164.00 | 3.548.006.636.749.30 32%

2020 601.990.423.167.91 2.968.616.107.772.68 20%

2021 668.274.936.260,00 3.160.4596.728.994,07 21%

RATA-RATA 24%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
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Hasil analisis rasio belanja modal pada tahun 2019 yaitu 32%, hal ini
dikarenakan dana yang di alokasikan untuk belanja modal pada Pemerintah
Kota Makassar besar, seperti tanah, gedung, dan bangunan. Sedangkan Hasil
rasio beanja modal di tahun 2020 yaitu 20% dan berada pada kisaran umum
proporsi belanja modal yaitu 5-20%, yang berarti pengeluaran belanja modal
pada saat ifu lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil rasio belanja
modal di tahun 2021 meningkat 1% dari tahun sebelumnya yaitu 21% berarti
pengeluaran dana untuk belanja modal sedikit lebih tinggi dari total belanja

modal di tahun sebelumnya.

Tabel di atas menunjukkan hasil rasio belanja modal di Pemerintah Kota
Makassar sebelum dan pada saat pandemi covid-19, rata-rata belanja modal
yaitu 24%. Jumlah ini diatas rata-rata belanja modal di pemerintah daerah yaitu

sebesar 20% (Mahmudi, 2016).

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagia besar dana yang
dimiliki Pemerintah Kota Makassar masih di prioritaskan untuk kebutuhan
belanja operasi sehingga rasio belanja modal relative kecil. Rasio Belanja
Operasi masih sangat besar dibandingkan Rasio Belanja Modal, Besamya
alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai
yang relatif besar, Pemerintah Kota Makassar [ebih banyak mengeluarkan
pengeluaran-pengeluaran rutin' untuk pemenuhan akfivitas pemerintahan dan
belum memperhatikan pembangunan daerah. Pemerintah daerah masih
berkonsentrasi pada pemenuhan belanja modal, sehungga Pemerintah Daerah
masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan
Belanja Modal Pemerintah Kota Makassar kecil atau belum terpenuhi. Untuk

itu, kedepannya Pemerintah Kota Makassar diharapkan lebih memperhatikan
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pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh
Publik. Karena pada dasamya dana pada anggaran adalah dana publik

sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

C. Pembahasan

1.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Pemerintah

Kota Makassar dari tahun 2019,sebelum pandemic covid-19 sampai dengan
2020 terjadi penurunan dan di tahun berikutnya 2021 mengalami peningkatan.
Hal ini di pengaruhi karena terdapat pengurangan pendapatan dari Hasil Pajak
Daerah, Hasil Pengeiolaan dan Lainnya dari tahun sebelumnya. Pada tahun
2019 Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp. 1.624.776.235.586.00. Lalu pada tahun
2020 terjadi penurunan menjadi Rp 1.144.166.180.881.00 dan di tahun 2021
mengalami peningkatan yaitu Rp. 1.326.375.011.3030.82.

Berdasarkan pada table 4.1 menggambarkan bahwa pendapatan atau
bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi selalu mengalami kenaikan.
Pada tahun 2019 yaitu Rp. 543.757.717.701 dan ditahun selanjutnya mengalami
peningkatan di masa pandemi covid-19 menjadi Rp 638.003.957.021 kemudian
di tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu Rp 947.433.038.048.

Rasio Efektivitas

Berdasarkan pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli
Daerah dari tahun 2019 sebesar Rp. 1.303.316.337.553.94 mengalami
penurunan ditahun 2020 menjadi Rp 1.078.328.561.269.15 dan di periode
selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp
1.140.328.483.697.93. Dilihat dari Anggaran PAD di tahun 2019 sebesar Rp

1.624.776.235.586 mengalami penurunan di fahun 2020 vyaitu Rp
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1.144.166.180.881.00 dan kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan
menjadi Rp 1.326.375.011.303.82.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiska

Hasil dari perhitungan yang didapat menggunakan rasio derjata
desentralisasi fiscal dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabe ini menjelaskan bahwa
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2019 Rp
1.624.776,235.586 dan mengalami penurunan di tahun 2020 vyaitu
1.144.166.180.881.00 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp
1.326.375.011.303.82. Total Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Makassar
dari {ahun 2019 (Rp 4.055.576.463.716.00) sampai dengan 2020 (Rp
3.409.163.140.080.00) terjadi penurunan karena terdapat penurangan
Pendapatan Daerah yang teridiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan
transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dari tahun sebelumnya. Meskipun
mengalami penurunan di 2019-2020 di periode selanjutnya di tahun 2021
penerimaan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp

3.577.236.761.303.82.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhifungan pada table 4.4 diketahui bahwa Realisasi Belanja
Daerah Kota Makassar dari tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami
penurunan Rp 2.968.616.107.772.68 dimana terdapat belanja pegawai,
barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan
seluruh belanja modal mulai dari belanja tanah, peralatan, gedung, jalan dan
asset tetap lainnya meningkat dari tahun sebelumnya.Sedangkan, di tahun

2021 Realisasi Belanja Daerah Kota Makassar mengalami peningkatan dari

tahun sebelunya yaitu Rp 2.968.616.107.772.68.
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Realisasi Penerimaan PAD kota makassar dari tahun 2019 sampai dengan
2020 juga mengalami penurunan,dan realisasi penerimaan PAD meningkat di
tahun 2021. Rata-rata efisiensi keuangan daerah dari tahun 2019-2021 yaitu
96% dan berada pada kategori efisien.

5. Rasio Keserasian
a. Realisasi Belanja Operasi

Total realisasi belanja daerah yang ferdiri dari belanja pegawai, belanja

barang, dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, beianja

bantuan sosial, dan belanja keuangan mengalami penurunan di periode
pertama pandemic covid-19 berlangsung. Pada tahun 2019 yaitu Rp
3.024.805.711.330.00,lalu pada tahun 2020 menjadi 2.969.436.720.332.00
dan di periode selanjutnya tahun 2021 meningkat menjadi
3.249.359.826.405.49.
b. Realisasi Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada table 4.6 diketahui bahwa realisasi
total belanja daerah Pemerintah Kota Makassar dari tahun 2019 sampai
dengan 2020 ferjadi penurunan yang sangat drasitis. Karena terdapat
pengurangan Belanja daerah yang terdiri dari : Belanja operasi, belanja

modal dan belanja tidak terduga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019

realisasi belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan

mesin, belanja gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta beanja asset
tetap lainnya mengalami penurunan yaitu sebesr Rp 1.119.500.011.164.00

Jalu pada tahun 2020 (saat pandemic periode pertama) mengalami

penurunan menjadi Rp 601.990.423.167.91, lalu di periode selanjutnya

mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu Rp 668.274.935.260.00
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Berdasarkan hasil analisis penelitian dari (RAHMAWATI & KISWARA, 2022)
menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan signifikan sebelum dan semasa Covid
19 mengenai kinerja keuangan daerah pada rasio efektivitas PAD, rasio
kontribusi pajak daerah pada PAD, dan rasio belanja modal. Sedangkan rasio
derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio
kontribusi retribusi daerah pada PAD disimpulkan tidak terjadi perbedaan
signifikan mengenai kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi sebelum dan
selama _Covid-19. Sedangkan hasil penelitian dari (Ariadi & Jatmika, 2021)
menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa
mempunyai tingkat kemandirian yang sedang, indeks kemampuan belanja rutin
menunjukkan bahwa proporsi kemampuan PAD untuk membiayai belanja rutin
masih dibawah 20% dari total belanja dan total Anggaran pemerintah daerah
Provinsi Papua dan proporsi perkembangan untuk belanja rutin ditahun 2020
cukup signifikan dan total belanja pemerintah daerah Provinsi Papua justru
mengalami peningkatan dimasa pandemi, demikian dengan proporsi

perkembangan PAD.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar selama sebelum dan saat pandemi
Covid-19 (tahun 2019-2021) jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
pada kategori Rendah sekali.

2. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar jika dilihat dari Rasio Efektifitas PAD
berada pada kategori cukup efektif.

3.  Kineria Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar di lihat dari Rasio Desentralisasi
Fiskal berada pada kategori Cukup.

4.  Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar jika dilihat dari rasio Efisiensi Keuangan
Daerah berada pada kategori efisen.

5. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar jika difihat dari Rasio keserasian dapat
menunjukkan bahwa belanja operasi dan belanja modal belum seimbang. Karena
Pemerintah Kota Makassar lebih memprioritaskan pengeluaran yang bersifat rutin dari
pada pembangunan daerah.

6. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan di tahun 2020
(pandemi periode pertama) dari tahun sebelumnya yaitu 2019 (Sebelum pandemi), lalu

mengalami peningkatan kinerja di tahun berikuinya yaitu 2021 dimana saat ity pandemi

masih belangsung.
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B. Saran

1.

Pemerintah Kota Makassar sebaiknya mengurangi ketergantungan terhadap sumber
dana ekstern atau bantuan pemerintah pusat dan provinsi dengan cara mengelola
pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara spesifik, yaitu dengan memperbaiki
sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber yang dapat
meningkatkan PAD sehingga potensi yang ada bisa dikelola dengan baik oleh
Pemerintah Kota Makassar.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan
menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih akurat.
Selain itu diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan

pemerintah dasrah
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
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s Belans Asct Tetap L amma Halialnan
46 Frelanga At Lannva AR e NN
a7 Jumitah Helanga Modal 601.990.423 167,91 291202 740 53487 837 §54.202 TR 65280
& | BELANSA TAK TRRIUGA 7.5.1.2.3
a0 Rabnys Tk [endigs 138 314 199 Tosi R JUR 625 031 3% 13 148 raaniny
e b Belanja Tak Terdugs 135.514.159.770,61 83 108 625 693,00 R 34148 000 60
44 JUMLAH BELANIA 3.706.041.283.170,82 2968.616.107 772,68 S0,08 3348 606 636 749,34
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No. Uraian Refl Anggarsn Tahus 2016 Reabinasi Tabun 2020 (L] Realicasd Tabun 2019
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[ Bantum Keuargw Lanmya iy Lo T2 ¥ 136 454 o
61 JUNLAH TRANSFERY BANTUAN KEUANGAN 3 %622 1116254 600 00
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
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(datam upiah|
No. Uraian Anggaran Reatisasi Siss Anggaran (%) Realisasi 2020

[ 2 L] 5 7
I {PENDAPATAN
2| PENDAPATAN ASLI DAERAN
3 Pendapatan Pajak Dacrah TE6TTDIT RO AN 9243 R64 11323081814
4 Pendapatan Retribusi Dacrah 3TH10040 635 44 903 67 204 193 74100
] Perdapatan Hasil Pengelolsan Kekavaan Dacrah vang Dipy 6,50 11 K75 pNK K03 91
- Lam-lam Pendapatan Ashi Dacrah yang Sah 9] 92 114935 439 200,08
? Jumiah Pendapatan Asli Dacrah B5.97 1.078.328.861 269,15

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PU

Duna Bags Hasil Pajak

Duna Bags Hasl B

Dana Alokasi U

Dana Adokasa g

Belanga Hibah
Belams Bantuan ¢

BELANIA MODAL
Belanga Tanah
Belanja Peralatan dan Mes
Belanja Gedung dan Bai
Belanja Jalan. Ingasi dan
Belanja Aset Tetap Lannya
Belanja Aset Lainnya
Jumiah B

BELANJA TAK TERDUGA

113947 184 588,00
A X4 307 TEL0N)
R 647 391 0048, ()

B Thr (K010
) OFH). KD 00

0.00
S0 821 460 69 87
63 093 45% 620,060

113433 204 536000
$2.837 KTT.891.00

314,649 196,00 |
291.202.740.534.87

Belanja Tak Terduga 250 530 269 686,12 162251 464 49700 SN.2TNROS K92 64,76 23 108,628 693 (0
Jumlah Belanjs Tak Terduga 250.530.269.686.12 162.251.464.497.00 BR.2TRROS, 189,12 64,760 BLI0N.628.693.00
JUMLAH BELANJA 41 1] LISOA96.7I8994.07 | LOI4.668.303.357.54 75,64 | 2.968616.107.772.68
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No. Uraian Sisa Anggaran (%) Realisasi 2020

1 1 B o 7

*2 [TRANSFER

0| TRANSFER/BAGH HASIL KE KELURAHAN

S Bagi Hassil Pagak 0,00 0,00 0.00 0,00 000
L] Bagt Hasil Retribust 0.00 0.0 [ (XTH o
S Bag Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 040 .06 (. M)
5 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN 000 0.00 0.00 0,00 0.00
S0 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

5 Bantuan Keuangan Ko Pemenintab Daerah Lamnya 0.00 000 .00 0.60 0.00
L Bannian Keuangan | mnnya 0, 0,00 .00 .14 1169 K06 (00,00
L1 JUMLAN TRANSFERBANTUAN REUANGAN .00 .00 0.00 1.169.59. 000,00
0l TOTAL BELANJA DAN TRANSFER 1.014.668.301.357.54 75,64 1.969.786.003.772.68
62 SURPLUS/DEFISIT 447, I51.576.282.629.60
o3 PEMBIAY AAN

05 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN

o Penggunaan SILPA 9.9 219051 98K 21K 19
L Pencawan Dana Cadangan .00 000
L] Hasil Penjualan Kehayvaan Daceah vang s il 0,00
L Pugaman Dalam Negen - Pemer b L 000
bl Pinjaman Dalam Negen - Pel .1 ‘ 0,041
m Pingaman Dalam Neyen - 0 0,00
£ Pinjaman Dalam N i 000
” Punnpamuan Dalam N g M
i Pinjaman ’ L( L4

4 Peneri 0!

™ Pener, ‘
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

J Jend Ahmad Yani No 2 Telp (0411 3633700-3615450. Fax (0411) 3633700
MAKASSAR 9011
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BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 — 3615867 Fax +62411 — 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : http.www.makassar.go.id
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s, o
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustalaan dan Penerbiten Universites Mukammadiyah Makassar,
Meneraogkan bahwa maohesiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama + Arwint Musdalifah
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